BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BU
BPT-PS/ 2019

NOMOR : 900/ 2, /Kpts/

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
RAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH

PADA MASING-MASING PERANGKAT DAE
' KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, periu ditunjuk dan
ditetapkan  Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-

masing Perangkat Daerah berdasarkan usulan dari Kepala

Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan;

Menimbang : &.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada
Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2019;

. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kabupatez; Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
'Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Repuflik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembdran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor ‘ 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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1 Tahun 2004 tentang

Lembaran Negara Republik
Lembaran

Undang-Undang  Nomor

Perbendaharaan Negara (
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
33 Tahun 2004 tentang
Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik [ndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor
Perimbangan Keuangan

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
an Lembaran Negara Republik

Undang-
Sipil Negara (
2014 Nomor 6, Tambah
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
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18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan nama-nama dan jabatannya sebagaimana tersebut
pada lajur 2 dan 3 sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan lajur 5
Program/Kegiatan yang dikelola pada masing-masing Perangkat
Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | sampai dengan XLVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat
Perintah Membayar.

KETIGA : Tugas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu sebagai berikut :

a. Tugas dan Kewajiban Pengguna Anggaran adalah sebagai
berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah
(RKA-PD);
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat
Daerah (DPA-PD);
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran bekanja;

. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah dipimpinnya;

. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

. Menandatangani Surat Perintah Membayar;

- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung

jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

11. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

12. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
yang dipimpinnya;

13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna
anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

14, Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
kepala daerah melalui sekretaris daerah;

15. Menetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK);

16. Menetapkan Pejabat Pengadaan;

oo

O
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17. Menctapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

18. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;

19. Menetapkan Tim Teknis;

20. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan
melalui Sayembara/Kontes;

21. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan .

22. Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk

metode pemilihan.

b. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah
(RKA-PD);
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat
Daerah (DPA-PD);
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya,

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran,;

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. Menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung
(SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambah Uang
(SPM-TU);

9. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya;

10. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
pejabat pengguna anggaran,;

11. Menyusun perencanaan pengadaan;

12, Menyusun usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk
kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;

13. Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner
Estimate;

14. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada penyedia;

15. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; dan

16. Menetapkan Tim pendukung.

o

o

¢. Tugas Bendahara Penerima sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada
Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan
Retribusi (SKR) dan bukti pembayaran lainnya dari wajib
pajak/retribusi;

2. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima
dengan dokumen Surat Ketetapan Pajak/Surat
Ketetapan Retribusi dan bukti dokumen lainnya yang
diterima dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

3. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima
dengan dokumen Surat Ketetapan Retribusi yang
diterimanya dari Pengguna Anggaran;
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4. Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda
Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah; o

5. Menyerahkan tanda bukti pembayaran/tanda bukti lain
yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;

6. Menyerahkan Surat Tanda Setoran beserta uang yang
diterimanya pada Bank; dan

7. Membuat dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah,

d. Tugas Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

1. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Langsung;

2. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Gaji setiap bulannya dan meneruskan ke Pejabat
Pengelola Keuangan Perangkat Daerah dan Pengguna
Anggaran untuk diotorisasi;

3. Menyerahkan uang kepada Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan untuk kegiatan Persekot Kerja sesuai
persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada buku
panjar;

4. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti
yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,;

5. Menerima dan mencek Surat Pertanggung Jawaban dari
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diteruskan
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah;

6. Mencatat Surat Pertanggung Jawaban yang diterima
dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada buku
panjar dan Buku Kas Umum;

7.Membuat  Register = Pengeluaran Harian dan
menandatanganinya, serta meneruskan kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Perangkat Daerah untuk ditanda
tangani;

8. Membuat dan menandatangani buku simpanan /Bank;

9. Membuat dan menandatangani buku panjar;

10. Membuat dan menandatangani buku pajak;

11. Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi
pengeluaran,;

12, Menapdatangani register penutupan kas dan;

13. Menyiapkan  Surat Pertanggung Jawaban atas
pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat
Pengelola Keuangan Perangkat Daerah.

e. Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai berikut :

1. Menerima dan menyimpan uang panjar kegiatan serta
dicatat dalam Buku Kas Umum;
Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti

yang telah disetujui Pengguna An
Pengguna Anggaran; = sgaran/fuasa

2
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3. Mencatat Surat Pertanggung Jawaban yang diterima dari
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Buku Panjar
dan Buku Kas Umum;

4. Membuat Register Pengeluaran Harian dan
menandatanganinya, serta meneruskan kepada Pejabat
Pengelola  Keuangan  Perangkat Daerah  untuk
ditandatangani ; dan

5. Menylapkan  Surat Pertanggung Jawaban atas
pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna
Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat
Daerah.

. Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat

Daerah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di inan

Pada tanggal Januari 2019
|

BUPATI PES[SIR SELATAN,

HEN ONI
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NIP.19670807 199903 1 004

LAMPIRAN XXII : HKEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 2 [Kpts/BPT-P3/2019
TANGGAL : JANUARI 2019
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
JRHATAN DALAM
No NAMA /NIP JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN HEGIATAN YANG DIKELDLA
bt B G TEis e i I A E R e y LR I S ! i 5
1 |Ir. NUZIRWAN N, MT Kepala Dinas Pengguna Anggaran Program Pelayunan Administrasi Perkantoran
NIP.19670826 199803 1 001 1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Barang Cetalkan dan Penggandaan
4. Penyediaan Makanan dan Minuman
5. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
6. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Kendarann Dinas/Operasional
Program Peningkatan Penrrapan Teknologl Pertanlan/Perkebunan
1. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI
2 |ZAITUL 1KHLAS, 3.P1. M.Sc Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran |Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrile/ Penerangan Bangunan Kantor

5. Penyediaoan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undan,

Program Peningkaton Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operaional

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3, Pengadaan Meubiler

4. Pemeliharaan rutinfberkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapnsitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatithan Formal

Program Peningkatan Produksi Pertanlan/Perkebunan
1. Pembenahan dan Pengolahan Data Statistile Pertanian

Program Peningkatan Nilal Tambah, Daya Saing Industri Hilir,
Pemasaran dan Exspor Hasil Pertanian
1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertaman Unggulan Daerah
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3 |HAMIJON, SP, M. Si
NIP.19641231 199701 1 001

ANDRI MASRI, S.Pt
NIP.19660101 199103 1 038

YUSKARDI, SST, MT
NIP. 19700123 199903 1 004

Kepals Bidang
Hortikultura

Kepala Bidang
Perkebunan

Kepala Bidang
Prasarana dan Sarana
Pertanian

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

e ) 3505 s 1

Program Peningkatan Penerapan Teknologl Pert:
1. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

. Pengembangan Tanaman Hertikultura

. Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tamanan) Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pl ol

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Expor Hasil Pertanian

1. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura

2. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

2. Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

3. Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/ OPT (Organisms Penggangzu-
Tanaman } Tanaman Perkebunan

4. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan

5. Pengendalian Hama Perkebunan

6. Penangkaran Bibit Unggul Perkebunan

7. Penyusuran Action Plan Kawasan Pertanian

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Expor Hasil Pertanian

1. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produks: Perkebunan

2. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan

Program Peningketan Penerapan, Teknologi Pertanian/Perkebunan

1. Pengadaan sarana dan Prasarana Tekneclog Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2. Pemeliharaan Rutin berkala Sarana dan Prasarena Tekn i Pertanian /Pert
3. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Telmolog Pertan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1. Penyusunan Data Base Lahan Pertan:. ngan Berkelanjutan (LP2B
2. Pemanrauan Peredaran Pupuk dan Pestsda

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh f i
2. Penyusunan Programa Penyuluhan Pec
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Program Peningkatan Kelembagaan Petani

1. Peningkatan Kemampuan Kelembagaen Petani (LKMA)

2. Fagilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi

3, Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum
4, LOAN IPDMIP

5. Penunjang LOAN [PDMIP

6. Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani

Program Penyedlaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan

1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Penunjeng Satker 08}
2. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian

3. DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pertanian dan Pendampingan

4. Penunjang DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pgrianian

7 |ELVI SRI RAHAYU. 8, A.Md Staf
NIP.19801019 200902 2 005

Bendahara Pengeluaran
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ELVI SRI RAHAYU. S, A.Md
NIP.19801019 200902 2 005

Staf

T e

R e T,

Bendahara Pengeluaran

Program Peningkatan Kelembagaan Petani

1. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (LKMA)

2. Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi

3. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum
4. LOAN IPDMIP

S. Penunjang LOAN IPDMIP
6. Forum Kemunikasi Petani/Kontak Tani

Program Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan

1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Penunjang Satker 08)
2. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian

3. DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pertanian dan Pendampingan

4. Penunjang DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pertanian

[\

BUPATI P! IR SELATAN,
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LAMPIRAN XOII : KEPUTUSAN SUPATI PESISIR SELATAN |
NOMOR - 900/ 2 [Kpts/SPT-FS/2019 .
TANGGAL ¢ JANUARI 2019
TeNTANG . PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGU
DAN BENDANARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA MASING-MAS!
KASUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

ARA PENGELUARAN

NDAH
| BENDAHARA PENERIMA, BE ERINT
KA ANGGARAR, O GRAT PAERAH DILINGKUNGAN PEM AH

: PENGELUARAN
GARAN DAN BENDAHARA AHUN ANGGARAN 2019

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANG 1 AN T
FADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PE-SIISIR SELAT.
DALAN 1
X0 NAMA /NIP JABATAN PEN(;]E?:L?ANN KEUANGAN KEGIATAN YANG DIKELOLA
1] 3 3 4 i 8
1 |Ir. NUZIRWAN N, MT Eepala Dinas Fengguna Anggaran Trogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
| NIP.196T0826 199803 1 001 1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kenja
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
i 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Makanan dan Minuman
S. Rapat - Rapat Keordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
| &. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

|
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Pengembangen Teknologi Budidaya Padi SRI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

2 |ZAITUL IEHLAS, S.P1. M.Sc Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran
NIP.19670807 199503 1 004

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operaional

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pengadaan Meubiler

4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sum| para
1. Pendidikan dan Pelatihan Forma) harTisyn Aperated

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1. Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir
Pemasaran dan Exspor Hesil Pertanian '
1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
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HAMIJON, SP, M. Si
NIP.19641231 199701 1 001

ANDRI MASRI, S.Pt
NIP.19660101 199103 1 038

YUSKARDI, SST, MT
NIP, 19700123 199903 1 004

Kepala Bidang
Hortikultura

Kepals Bidang
Perkebunan

Kepala Bidang
Prasarana dan Sarana
Pertanian

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Program Peningkatan Peperapan Teknologl pemnmnl Perkebunan
- Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkcbunan
j Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

. Pengembangan Tanaman Hortikultura ;

. Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

L4. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tamanan) Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,

Pemnasaran dan Expor Hasil Pertanian

\J, Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura

J{ Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

J. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

2. Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

3! Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/ OPT (Organisme Pengganggu-
Tanaman ) Tanaman Perkebunan

. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan

. Pengendalian Hama Perkebunan

Penangkaran Bibit Unggul Perkebunan

L7. Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Expor Hasil Pertanian

M. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan

1£. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan, Teknologi Pertanian/Perkebunan

. Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

+ Pemeliharaan Rutin berkala Sarana dan Prasa.rana’l‘cknaloéj Pertanian/Perkebunan Tepat
|- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Program Peningkatan Produlksij Pertanian /Perkebunan

y Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
~2. Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida

Program Pemberdayaan lienyu]uh Pertanian La
~I. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
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ELVI SRI RAHAYU. S, AMd
NIP.19801019 200902 2 005

Staf

Bendahara Pengeluaran

N -

g F gkatan Kelemt Pctani

. Peningkatan Kemampyan Kelembagaan Petani (LKMA)

. Fasilitasi Asuransi Ugaha Tanaman Padi

. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum
. LOAN IPDMIP (

. Penunjang LOAN IPDMIP

. Forum Komunikasi Pelisni'f Kontak Tani

Program Penyedi P ,!_ bangan dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan |

1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Penunjang Satker 08)
2. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian

3. DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pertanian dan Pendampingan

4. Penunjang DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pertanian
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ELVI SRI RAHAYU. S, A.Md
NIP.19801019 200902 2 D05

Staf

Bendahara Pengeluaran

g
: .

Program Peningkatan Nownn_wnmﬂmu Petani .
. Peningkatan Kemampian Kelembagaan Petani (LKMA)
» Fasilitasi Asuransj Usaha Tanaman Padi
Fasilitasi _uaﬂ_umﬁ.ncwmr Kelompok Tani Berbadan Hukum
LOAN IPDMIP
Penunjang LOAN IPDMIP
Forum Komunikasi wammbw\ Kontak Tani

L N

Program Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan

1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Penunjang Satker 08)
2. Pembangunan/Rehatilitasi Infrastrulktur Pertanian

3. DAK (Dana Alckasi ﬁurm:& Bidang Pertanian dan Pendampingan

4. Penunjang DAK (Dana/Alokasi Khusus) Bidang Pgrtanian

|
|

]

BUPATI PESISIR SELATAN,

n_ A

H RAJONI
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